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1 Latar belakang

Dalam bidang kegiatan penangkapan ikan sesungguhnya pelahuhan perikanan (PP) merupakan titik temu
aluu tibk penvambung antara wilayah perawan atau avamt pays marifeme {dapat disehut juga daerah
penangkapan ikan atan daerah produksi penangkapan ikan) dan wilayah daratan atau amere-paystervestre
{disebut juga daerah distribusi dan konsumst produk perikanan laut). Fungsinya antara lain adalah sebagai
tempat berlindung, tempat pendaratan hasil tangkapan dan tempat pemberangkatan serta berlabuhnya
armada penangkapan ikan, Termusubh didulunnye adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan
pembangunan, perbaikan dan perawatan kapal {galangan kapul, bengkel reparasi, shpways, dsb.) PPjuga
merupakan zona transit, bahkuan tempat penpolahan tkan dan memiliki kantor-kantor administratif,
koperas:, lembaga perbankan, balai pertemuan nelayan, dsb lidak kalah pentingnys, pelabuhan penkanan
ataupun pangkalan pendaratun ikan (PFI) seyogyanya berdekatan dengan zona pemukiman masyarakat
piantal beserta skbivita:  perdagangannya dan bahkan kadang-kadang juga pemukiman-pemukiman
nelsvimnyya vang merupakan bugian dan perkembangan kotu.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas itulah keadasn PP dan PPT di Indonesia umumnya
dan Pulau Jawa khususnya perlu dikeji, vtamanva dalam hal ini adalah mengenar pengklasifikasian dan
berbugal keterkaitannya, Kesulitan utama terletak pada kenyataan bahwa anmada penangkapen ikan,
nelayan dan tempat-tempat pendaratan tidak selalu berada pada lokasi vang sama Suatu keadaan yang
dischabkan oleh faktor-faktor geogralis (kepadutan penduduk puntay yung tnggs, relatif jarangnya
keberadaan pelabuhan-pelabuhan  perikanan), administratif dan kebijakan (hubungw pernimbangan
kekuasaan pemerintah pusat dan daerah-ducrah) dan yang bersifat situasional {perpindahan burub nelayan,
penururan hasil tangkapan di suatu perairan, persaingan antar pelahuhan, dll )

2 Klasifikasi pelabuhan perikanan dan bahasan

Pelabuhan penkanan. vang sekaligus merupakan schab dan akihat kenyataan tersebut diatas,
pengklasifikastannya saimpm saiat ini masih dilakukan secara administratif Pengklasifikasian PP untuk
skala nasiona! teluh mula dilukukan oleh pemenntah pusat pada tahun 1982; yang kini merupakan
wewenang dari Dircktoral Jenderal Perikonan (saut ini menjadi Dirrktornt Jenderal Perikanan Tungkap -
Departemen Kelsutan dan Perikanan) Pengklasilikasian pada kenvataunnya menghasilkan perbedaan
penting, antara luin, di satu sis1 PP tidak banyak jumlahnya tetapi penting karena aktivitas-aktivitasnya dun
disisi lain pangkalan pendaratan ikan (PPI) jumlahnya banyak sekali. tetaps tidak cukup dilengkapi tasilitas
dan sebagian kurang penting dari sisy aktivitasiva. Dalam kategori ini belum termasuk tempat-tempat
pendaratan 1kan yang sangat mitim atay tanpa fasilitas kepelabuhanan dan dengan demikian dikateporikan
sebagai tempat pendaratan sederhana sekelompok nelayan atau tempat kensentrasi nelayan (TKN) staw
terkadang di daerah-daeruh disebut tempat pendaratan ikan (TPl) saja. Data statistik tentang produksi
jarang sekali lersedia secara benar Perlu diketahui bahwa Klasifikasi administratit' mi terus berkembang
sesuat dengan perkembangan kebijakan/politik pemerintah; dan terkadang keputusan yang diarnbil tidaklah
sefulu rasional. Klasifikasi terakhir berdasarkan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 tertanggal 25
[ ebruari 2004 dilakukan berdasarkan pada kriteria dalam Tahel 1.
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Tabel 1. Penglaisifikasian pelabuhan perikanan di Indonesia sejak 2004

Karakterisuk Pelabohan | Samudera —lfusantara Pantai PPl
Tips A Tipe B Tpe C Tipe D
Dacerah penangkapan Perajran termtorial, Perairan terntorial, Perairan kepulavan Perairan kepulauan
ikan \ ZEF.imermasional | ZEE ‘ dan pantai, ZEE d m pantai
| dan termtonal
[ Tipe anmada = 60 GT [ z304T ~ | z1006T =3 GT ]
Panjang dammapa | 2300m 2 150m z100m = 50m
| Kedalaman kolam >3 m »3im -3m 2-3im
Yolume ikan 60 ton'hani 30 ton'hari
Frekucnw kunjungan = 190 kali‘han atau 275 kalvhan atap 2 | = 30 kafi/hari atau = 20 kali'har atau
kami 6.000 GT/hari 250 GT/hari 300 GT/han 60 GT/hari
| Luas lahan > 3011a 215 Ha > 5Ha >2Ha
Zona industri Ada Ada - -
pengelahan ikan . ‘
Aktivitas ekspor Ada Ada - -
Pengontrolan muiy ikan Ada Ada - -

Sumber . Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2004)

Pengklasifikasian diatas belum atun masih kurang memperhatikan perkembangan nilai husil tangkapan
yang didaratkan dan atau aktivitas-aktivitus terkaitnya di pelabuhan perikanan

Disgram di bawah ini, mencoba menggambarkan tentung lokasi Keseluruhan PP/PPT yang ada di Pulau
Tuwy berdasarkan pengklasifikasian secara admimistrati dan propinsi. (Lubis et af 2005)

Jumlah Petabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Jkan

Pelabuhan Perkanan Samudera (PPS) " )
Pelabukian Perikanan Nusantara (PPN) < 5 t 5
Pelabuban Penkanan Pantai (PPP) 23 | 6 9 7
Pangkalan Pendaratan tkan (PPI) 510 | 55 o4 19 a1 ‘
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Meskipun dihadapkan pada berbapai kesulitan yang dimbulkun antarg lam oleh Ketiadaan data atau
kalaupun ada tetapi Ungkat keakuratannya rendsh (sehingga memerlukan pengoluhan data secara khusus),
letak sejumlah Jokust PPl vang] Suh terpencil, tingginys biaya perjalanan pare penganbil data, Jsb., dapat
dikatakan bahwa keseluruhan dari 30 pelabuhan yang termasuk kategon pelabuhan perikanan (PP) dan 210
Pangkslan Pendaratan Ikan (PPI) telah disurver. Jumlell PP den PPl tersebut scbagiun besar berada di
puntal utara Jawa Jlasil-hasil yang diperoleh adalah sangat menarik dun merupakan sumbangan yang tidak
terkira besarhva terhadap pengeiahuan mengenat kepelabuban penkanan di Pulau Jawa.

Sebagar gumburan pembanding, di Perancis schelumnva pengklasifikasian pelabuhon juga dilakukan secara
administratit namun scjak sepulub tahun belakangan ini pengklasitikasian dilakukan berdasarkan jumiah
volume dan nilai hastl tangkapan yang didaratkan. Dengan kata luin tidak ada lagi pengklasifikasian secara
administralif. Setiap tahug ortan permekat pelubuhan penkanan dupat berubah  sesuar dengan
perkembangan volume dan ilai hasi] tingkapan vang diduratkan Didalam nilai hasil tangkapan, tersirat



muty atau kualitas hasil tangkapan yang berkanan erat dengan kekuatan has! tangkapan didaratkan. Tabel
3 di bawah im menunjukkan pengklasifikasian pelabuhan perikanan di Prancis tahun 2002,

Fusilitas vang terdapat di seluruh pelabuhan perikanan baik yang herskala mdustn. semi industri maupun
vang kecil semuanya dilengkapi dengan fasilitas vital yeng standar keragamannys, Perbedaan hanyalah
didasarkan kepada kapasitas dari tusilitas yvang ada. Pihak pemertntah selaiu menvesusikan perkembangan
pelabuhan perikanan herdasarkan hasil kajian batk dalam hal wewenang pengelolaan maupun peng-
organisasiannya.

Tabel 3 Cuntoh pengklasifikasian pclabuhan perikanan di Perancis herdasarkan volume dan nilai
hasil tangkapan didsratkan (tahun 2002).

No | Pelubuhan Perikanan | Volume Produksi Pelabuhan Perikanan | Nilai Produksi
{ton) {1600 enro)
1 | Boulopne-sur-Mer 54.3%4 Boulogne-sur-Mer 97.179
2 | Lorient 26.258 Lorient 66.970
3§ Guilvine 1¥.805 Guilvinec 64,800
| 9 | Concameau 17.308 Concameat 44,730
3 | Granviile 15,962 | Saimt-Gueénole _ 37.793 |
I & ] Saint-Cugénolé 15217 | Loatudy 30.940
7 | La Turballe _ 11.782 La Turballe 26 766
% | Bmint-Quai-Portricux 1067 Les Sables 23.481
9 | Fécamp 10,233 Granville 22.645
10 | Samt-CGalles 10.126 Cherbourg-Catentin 21,508
11 | Cherbourg-Cotentin 10,08} Saint-Quai-Portrieux 20723

Sumber: Anonymeous (2003)

Pengklasitikasian diatas memperlihatkan 11 pelabuhan perkanan terbesar di Perancis dari 41 pelabuhan
perikanan vang ada, baik dalam velume produkst maupun dalun mlar produksi didaratkan pada tahun
2002 Velume produksi pelabuhan-pelabuhan perikanan selanjutnyg adulah antara 300 — 900 ton dan
berkisar antara 1.800.000 sanpas 20,000,000 euro dalam nilai.

Menurut Lobis, er af. (2005) bahwa keberadaan fasilitas kepelabuhanan jelas sckals masith kurung pada
sebapnan besar PP dan PP di Pulau Jawa apa pun timgkatan kelasnya, terutuma sangat kurangnya dermaga
untuk pendaratim tkin, pabrik es, bengkel reparasi, hala pertemuan nelavan. dsh Secara lebih tajam lagi
dikatakan bahw a terdapat beberupa pangkalen pendaratan tkan yang tidak bertingsi lagt seperti berubihnya
stutus PPI merjadt pelabuhan niags (misulma PP1 Canghol-Kota Cirebon) atau juga penggatian nama dari
sejuinlah PPL (misal PPl Karangmangy scbagan penggantt FP1 Bajing Maduro) Sclanjutnya dijelaskan
bihw terdupat berbagal perubahan di tingkat lokal seperti dinggalkannya beberapa lokasi PP{ (misalnya
Pl Ambuten, PPT Kraton. dJll ) atau digabungnya beberapa PPL (misalnya . PPl Suredadi [ dun II)
Singkatnva, terdapal 210 PP pnda awal tahun 2004 sehagai PP yang secara nyata memiliki akbvitas.

Perbedaun antaia kedua pantai vantu Thara dan Selatan Jawa nampak jelus dan tatanan umum PPFPLva,
Dengan keheradaan 71 % dari totul FPI dan 77 % dani total PI' di panta Laut Jawa, maks pantat i
mengkunsenirasikan sebagian terbesar Jari prasarana kepelabuhanan perikanan dan fasilitas-fsilitasnya. Di
sepattjung 800 ki pantai Utara Laut lawa, terbentang mulai dar Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam
Zachman Jakarta di sebelah Baratnva sampai ke Pelubuhan Perikanan Nusantara Brondong di scbelsh
Timurnya, berajar tdak kurang dari 18 PP dan 103 FPL, yang berarti rata-rata didirikan satu PP/PP] setiap
jarak 7 km,
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Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan ikan menurut propinsi,
penyajian dibedakan dalam bentuk simbai

Jawa Tengak

DK} Jakarta — Jawa Baral

Jawa Timuy
Banten

1 Panta tara

Banten 4 Pantai Selatan

Jawa Tiraur

Jawa Barat Jawa Tengah

et

DI Yogyakarta

1 Pelabuhan Penkaran dan PP

I¥icatat bahwa telah terjadi suatu perubahan penting pada tanggal 25 Februari 2004 melalui Keputusan
Departemen Kelautan dan Perikanan mengenai pengelompoekan kembali 24 PPl menjadi PP tipe C (20 unit
diantaranya terdapat di Pulau Jawa). Di antara PP ripe C terscbut, terdapar PP dengan volume pendaratan
hasil tangkapan yang sangat penting sepetti PPP Bajomulyo dan PPP Muncar, dengan volume pendaratan
tahunan masing-masing hampir 50.000 ton; PPP Kliidang Lor. PPP Tasik Agung, atau juga PPP Eretan
Wetan dengan volume pendaratan tahunan masing-masing sekitar 20 030 ton. Pengklasifikasian kembali
PPI-PPI tersebut telah memberikan peluang bagi pelabuhan-pelabuhan tu untuk dapat tnencapar tingkatan
yang lebih sesuai dengan aktivitas-aktivitas mercka, meskipun kriteria yang dipakai untuk perubahan itu
tidak selalu ada hubungannyn dengan aktivitas ekonomi mercka. Perlu diketahui bahwa hingga tanggal 12
Maret 2001, pemerintah pusat masih memiliki wewenang atas seluruh pelabuhan pecikanan tipe A, B dm
C. Namun sgjak tanggal lersebut, pengelolaan sejumlah pelabuhan perikanan tipc C telah diserahkan
kspada pemerimtak-pemcrintah dacrah dalwn rangka kebijakan desentralisasi/otonomi daerah yang
dikendaki oleh pemerintah Indonesia; tipe-tipe PP lainnya masih menjadi wewenang pemerintah sehatas
masih ada haitannya dengan fungsi-funasi lainnya (seperti fungsi ckspor) yang dalam hal ini pemerintab
pusal Nasi h melakukan pengawasannya.

Dengan demikian keputvsan tertanggal 25 Februari 2004 tersebut, bagaimanapun tampaknya telah
mengacu kepada apa yang menjadi bahan pertimbangan administratif dan kebijakan/politik pemcrintah
pusat; seperti halnya menyetujui hanya ada satu pelabuhan perikanan tipe C per kabupaten/kota Hal ini
bukannya tanpa nmeaimbulkan perbedaan pendapat antara pemerintah pusat, yang di satu sisi berharap ingin
mengembangkan beberapa PPl karena telah mengeluarkan dana bagi investasinya, dan di sisi lain dengan
beberapa pemerintah daerah yang ingin mengembangkan PPI lainnya yang mcnurut pandangan mereka
lebih menguntungkan. Hasilnva beberapa PPl, yang meskipun mempunyai scdikit aktivitas (volume
peadaratan kurang dari | 000 tun per tahun) dapat mencapai PP tipe C. Beberapa di antara PP tipe C itu.
karena tidak adanya kemampuan pcmcrintah deerah untuk melengkapi " pelabuhan baru™nya dengan
fasilitas-fasilitas kepelabuhanan vang layak, maka PP ini masih tetap berada di bawah pengelolaan
pemcrintah pusal. Adalah jelas sekali kiranya bahwa "Indonesia saat tnt masih berada dalam masa transisi™.

3 Kesimpulan dan Saran

Kiranya pengklasifikasian suatu PP dan PP] hendaknya bersifat dinamis, tidak hanya berdasarkan kriteria
administratif semata, tetapt lebih mementingkan kepada aktivitas-aktivitasnya, terutama volume dan nifai
hasil tangkapan yang didaratkan. Dengan demikian pengklasifikasian PP dan PPl dapat berubah-ubah
seiring perkembangan aktivitas-aktvitasnva termasuk kinerja didalamnya. Dinamisme klasifikasi ini akan
merupakan dorongan didatam rncninpkatkan kinerja pengelola PP/PPI
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